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ABSTRAK

— a. bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Pejabat wajib
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan
memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh
Pejabat;

b. bahwa dalam rangka memudahkan pengelolaan pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan
Pemeriksa Keuangan telah mengembangkan sistem informasi
pemantauan tindak lanjut;

c. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan dalam pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
sehingga perlu diganti;

— 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4654);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik



CATATAN

Indonesia Nomor 5952);

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil
pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan
atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen
pendukung.

Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60
(enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal 06 Januari 2017.
Peraturan BPK ini mencabut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010



